PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A
NOVCR 20 TAHUN 1959
TENTANG
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG PAJAK PENJUALAN 1951

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
Meni nbang :

a. bahwa berhubung dengan keuangan Negara pada dewasa i ni
di pandang perlu untuk nengadakan perubahan dan tanbahan pada
Undang- undang Paj ak Penj ual an 1951,

b. bahwa karena keadaan yang nenaksa perubahan dan tanbahan
tersebut perlu segera diatur dengan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat :
Pasal 23 ayat (2) juncto pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar
Menteri Keuangan;

Menut uskan:
Menet apkan :

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang tentang perubahan
dan tanbahan Undang- undang Paj ak Penjual an 1951.

Pasal 1.

Undang- undang Paj ak Penjualan sebagai dinuat dalam Undang-
undang No. 35 tahun 1953 (Lenbaran-Negara 1953 No. 85) diubah
sebagai berikut :

l. Pasal 6 diubah dan di baca sebagai beri kut
"Pasal 6.
(1) Pajak berjuntah sepul uh perseratus.
(2) Dengan nenyinpang dari ayat (1), mnmaka pajak berjumn ah
l[ima perseratus untuk penyerahan barang-barang yang
di tunj uk ol en Menteri Keuangan".

I1. Pasal 27 diubah sebagai berikut
kat a-kata "lima perseratus" diganti dengan "sepul uh perseratus”

I1l. Pasal 28 di ubah sebagai berikut
kat a- kata "sepul uh" diganti dengan "dua pul uh".

I'V. Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) dihapuskan.



Pasal 2.

Pasal 1 ayat (1).
A

Anak ayat ke-3 d di hapuskan
B. Sesudah anak ayat ke-4, disisipkan anak ayat ke-5
dan ke-6 yang berbunyi sebagai berikut :

"ke- 5. j asa; senua perbuatan - selain penyerahan
barang bergerak dan barang tak bergerak -
dengan penggantian yang dilakukan ol eh
pengusaha di sebut di bawah ini

notaris,

pengacar a,

konsul en, akuntan,

makel ar kom sioner, juru |elang,

penbor ong,

pengusaha reparasi, peneliharaan,

pengusaha per sewaan barang berger ak,

pengusaha perawatan jasmani ah,

pengusaha asuransi kerugi an,

0. pengusaha persewaan ruangan selain

unt uk tenpat tinggal".

"ke- 6. penggantian : nilai berupa tiang dari
segal a yang di penuhi oleh penerinma jasa
atau pi hak ketiga karena jasa itu".
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Pasal 1 ayat (3) : antara kata-kata "harga jual" dan
"tidakl ah disisipkan kata-kata "dan
pengganti an

Pasal 2 ayat (1) diubah dan ditanbah sebagai berikut

Pada ke-1 : kata "siapa" di ganti dengan kata
"pengusaha”.
"ke-1a. Pengusaha,; nmereka yang dalam daerah

pabean dengan bebas nel akukan perusahaan
atau pekerj aan".

Pasal 3 di ubah dan di baca sebagai beri kut

"Pasal 3.
Dengan nama paj ak penjual an di pungut pajak atas :
a. penyerahan barang yang dil akukan ol eh pabrikan di

dal am daerah pabean dalam |ingkungan perusahaan
at au pekerj aannya.

b. jasa yang dil akukan pengusaha dal am daerah pabean
dal am | i ngkungan per usahaan at au pekerjaannya".

Pasal 4. Sesudah ayat (2) disisipkan satu ayat baru yang

ber bunyi sebagai berikut :

"(3) Mengenai jasa nmaka pajak dihitung atas dasar
pengganti an".

Pasal 5 ayat (1) diubah dan berbunyi sebagai berikut

"(1) Dalam hal-hal di mana barang diserahkan ol eh
pabrikan atau jasa dilakukan dengan harga atau
penggantian berupa uang atau berupa barang |ain, naka



VITI.

paj ak terutang untuk sebulan takwi m atau rmasa |ain yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dalam nmasa nana
pengl unasan harga jual atau penggantian terjadi".

VII. A Pasal 7. Ayat (1) diubah dan berbunyi sebaga
beri kut :

"(1)Paj ak terutang ol eh pabrikan yang nenyerahkan
barang atau oleh pengusaha yang nel akukan
jasa, pada tenpat nereka bertenpat tinggal
at au ber kedudukan".

Ayat (2). Antara kata-kata "penbeli" dan "tanggung-
renteng" di sisipkan kata-kata "penerinm jasa".

Ayat (3). Kat a "pabri kan" di ubah nmenj adi
" pengusaha”.

Ayat (4). Antara kata-kata "penbeli" dan "wajib"
di si si pkan kata-kata "atau peneri na jasa".

Ayat (5). Ant ar a kat a- kat a " pabri kan" dan
"menpunyai " di si si pkan kat a-kata "dan pengusaha".
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Pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 1 2, pasal 14 ayat
(1), pasal 23, pasal 25 ayat (1), pasal 32 ayat (1) dan (3),
kat a- kata "pabri kan" di ubah nenjadi "pengusaha"

Pasal 29. Setelah ayat (13) disisipkan ayat-ayat baru (14)
dan(15), yang berbunyi sebagai berikut :
"(14)j asa yang dil akukan ol eh dokter, dokter giagi,

bi dan, juru rawat".

"(15)j asa yang dil akukan untuk Pernerintah".

Pasal 3.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini berlaku mul ai
hari ditetapkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap
pengenaan paj ak penjual an tahun 1960.

Penyerahan barang yang dilakukan sebelum saat Peraturan
Pereri ntah Pengganti Undang-undang ini berlaku di kenakan paj ak
menurut peraturan yang |ama, sedang jasa yang dil akukan
sebel um saat tersebut tidak di kenakan pajak, sekalipun jika
dal am hal -hal tersebut terutangnya pajak terjadi sesudah saat
di sebut dal am pasal 5 ayat (1).

Pabri kan yang nenyer ahkan barang atau pengusaha yang nel akukan
j asa sesudah saat Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang
ini berlaku karena suatu perjanjian yang diadakan sebel um
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini Dberl aku,
berhak mem nta kenbali pajak yang terutang, dal amhal ini dari
penbel i atau penerima jasa.

Syarat dal am perjanjian yang bertentangan dengan ini adal ah
bat al .

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintah

pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang in
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.



D t et apkan di Bogor
pada tanggal 26 Septenber 1959.
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
SCEKARNG

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Septenber 1959.
Menteri Muda Kehaki man,

ttd.
SAHARDI O

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOVCR 20 TAHUN 1959
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG- UNDANG
PAJAK PENJUALAN 1951

UMUM

Paj ak Penjual an sebagai dinuat dalam Undang-undang No. 35
tahun 1953 (Lenbaran-Negara tahun 1953 No. 85) nengenai taripnya
bel um per nah nengal am perubahan. Mengi ngat keadaan keuangan Negara
pada dewasa ini. Penerintah nemandang perlu untuk menai kkan tarip
paj ak itu, baik dari pajak penjualan, mnmaupun dari pajak masuk dan
paj ak nmewah.

Penai kan tarip ini dipandang tidak akan nenberatkan I apisan
rakyat yang kurang manpu karena penyeraan barang-barang keperl uan
hidup pertanma tetap tidak dikenakan pajak. Pun juga nengenai
beberapa barang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, tidak akan
di kenakan paj ak dengan tarip baru, tetapi dengan tarip | ama

Penunj ukan i ni di | akukan  setel ah  dipertinbangkan ol eh
Menteri/Menteri Mida Keuangan bersama Menteri Perdagangan seingga
bar ang- barang yang termasuk barang-barang penting untuk kebutuhan
masyarakat itu yang akan ditunj uk. Ber dasarkan perti nbangan
tersebut naka tarip paj ak di nai kkan dengan 100%

Sistim pemajakan yang dipakai dalam Undang-undang Paj ak
Penj ual an ial ah nengnakanpaj ak satu kali. Berdasarkan sistim ini
maka di adakan peraturan nengenai kenmungki nan nmenper hi tungkan paj ak
atas bahan-bahan yang dipakai pabrikan dengan pajak atas barang
hasi| yang di serahkan pabrikan itu.

Pel aksanaan per at ur an t er sebut ternyata sulit dal am
pengawasannya, m sal nya dal am hal pabrikan nenghitung terus pajak
atas bahan itu dal am nenet apkan harga barang hasil, jika kepadanya
kermudi an di beri kan pengenbalian pajak atas bahan dengan jal an
nmenper hi tungkan pajak atas barang yang ia serahkan, naka ia akan



nmenper ol eh keunt ungan yang bebas paj ak.

Mengi ngat kesulitan pengawasan tersebut maka kenungki nan
perhitungan itu tidak |agi diberikan. Dalam hal itu nmaka nengena
pengenaan paj ak atas bahan-bahan terpaksa dipakai sistim penmungutan
paj ak atas bahan-bahan terpaksa dipakai sistim penmungutan |ebih
dari satu kali. Demkian itu dalam keadaan sekarang ini dapat
di pertanggung-j awabkan, oleh karena pengenbalian (perhitungan)
paj ak atas bahan-bahan tersebut tidak dirasakan oleh konsunen
t er akhi r.

A eh Undang-undang Pajak Penjualan dikenakan pajak tas
penyerahan barang ol eh pabrikan dal am |Iingkungan perusahaan atau
pekerjaannya. Dal am penjel asan di kenukakan bahwa atas jasa tidak
di pungut paj ak, kecuali jika harganya( jasa) telah termasuk dal am
harga jual sesuatu barang yang di kenakan paj ak

Ti dak dapat disangkal bahwa lalu-lintas jasa tidak kurang
pentingnya dari lalu-lintas barang. deh karena itu kurangl ah pada
tenpatnya apabila penberian jasa tidak di kenakan paj ak.
Pertinmbangan tersebut itulah yang nendorong Penerintah untuk
nmemasukkan jasa sebagai obyek dan paj ak penjual an

Ji ka pada dasarnya tiap penyerahan barang ol eh pabrikan dal am
I i ngkungan perusahaan atau pekerjaannya - baik yang diserahkan
dengan nenerinma harga jual naupun yang dengan cuma-cuna di kenakan
paj ak, maka nengenai penberian jasa di adakan penbatasan, ial ah
hanya jasa untuk mana diberikan penggantian saja yang dikenakan
paj ak.

Pengganti an tersebut harus | angsung berkenaan dengan jasa yang
di beri kan (dil akukan), dan dapat berupa uang atau barang |ain.
Dengan dem ki an nmaka penberian jasa untuk diri sendiri msalnya
nenatai nmobi |  sewaannya untuk keperluan pribadi, tidak dikenakan
paj ak.

Yang di anggap sebagai pengusaha yang nenberikan jasa disebut

secara limtatif dalam Undang-undang. Pengusaha-pengusaha yang
jasanya sangat diperlukan untuk khalayak ramai tidak dimasukkan
dal am gol ongan termaksud m salnya : pengusaha pengangkuatan dan

sebagai nya.
PASAL DEM PASAL
Pasal 1.

l. ayat (1) Cukup j el as.
ayat (2) Ket ent uan ini nmenberi kan kermungki nan
nmengecual i kan beberapa barang dari pengenaan
paj ak nmenurut peraturan baru.
Bar ang-barang itu akan ditunjuk oleh Menteri
Keuangan engan kuasa tersebut pada pasal 38.
I1. Qukup jelas.

I11. Qukup jelas.
V. CQukup jelas.



Pasal 2.

l. A Dengan di masukkan jasa sebagai obyek paj ak, maka
penghasil an pekerjaan dalam keadaan bergerak di anggap
sebagai jasa yang dilakukan penborong dan dikenakan
paj ak sebagai ] asa.

B. ke-5Dal am anak ayat ini ditetapkan golongan pengusaha
yang, jika nel akukan jasa, dikenakan paj ak penjual an.
Yang dimaksud dengan penborongan ialah baik yang
nmel akukan penborongan unt uk barang ber gerak maupun barang
tak bergerak, m salnya biro "aannenerij" dan konstruksi .
Reparasi dan penelihraan tidak saja dilakukan terhadap
kendar aan bernotor, tetapi nengenai segal a macam reparas
dan penel i haraan. Perawatan jasnmani ah m sal nya perusahaan
nmerawat kecanti kan, kapsalon dan sebagai nya. Jasa yang
di beri kan ol eh dokter, dokter gigi, badan, juru rawat
di kecual i kan dari pengenaan paj ak.
ke- 6Pengganti an berupa barang lain dari pada uang harus
di ni | ai kan nmenurut nilai jual nya.

I1. Qukup jelas.

I11. Dal am pengertian pengusaha termasuk pabrikan dan nereka yang
nmel akukan j asa.

V. CQukup jelas.

V. Dal am hal ini tidak diperhatikan apakah antara kedua pihak
t erdapat hubungan istinewa. Sebagai dasar penghitungan sel alu
dianbil : junilah pengganti an.

VI. CQukup jelas.

VII. Qukup jelas.

VI1I.Qukup jelas.

I X.  Qukup jelas.

Pasal 3.
Peraturan ini nerupakan peraturan peralihan dari praturan | ama

keper at uran bar u.

Ter masuk Lenbaran- Negara No. 113 tahun 1959.

D ket ahui :
Menteri Muda Kehaki man,

ttd.
SAHARDI O,



Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber : LN 1959/ 113; TLN NO 1869



